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BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah penulis

deskripsikan, dapat disimpulkan bahwa hasil dari penelitian adalah sebagai

berikut:

1. Implementasi perlindungan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan

narkotika yang direhabilitasi di RSJ Prof. HB. Saanin Kota Padang yaitu,

landasan hukum dan kebijakan yang jelas, proses asesmen hukum dan

medis yang terpadu, rehabilitasi sebagai bentuk pemulihan, bukan

penghukuman, inovasi program dan pendampingan berkelanjutan, sinergi

antar lembaga sebagai bentuk perlindungan.

2. Mekanisme kedudukan perlindungan hukum terhadap kerahasiaan

informasi pasien Rehabilitasi Narkotika di RSJ Prof. HB. Saanin Kota

Padang yaitu, pembatasan akses hanya bagi tenaga kesehatan berwenang,

penyimpanan aman dan sistematis, kode etik tenaga medis dan kejiwaan,

hanya untuk kepentingan hukum dan medis tertentu.

3. Efektivitas upaya perlindungan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan

Narkotika yang direhabilitasi di RSJ Prof. HB. Saanin Kota Padang dalam

mengurangi angka penyalahgunaan Narkotika yaitu rehabilitasi

berdasarkan putusan hakim/bnn, rehabilitasi medis dan social, kerahasiaan

data dan perlakuan humanis, monitoring pascarehabilitasi, pembinaan dan

dukungan keluarga
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B. Saran

1. Bagi RSJ Prof. HB. Saanin Kota Padang

Diharapkan RSJ Prof. HB. Saanin Kota Padang dapat terus

mengembangkan pendekatan rehabilitasi yang lebih individual, holistik,

dan berkelanjutan, khususnya bagi pasien penyalahguna narkotika.

Program rehabilitasi hendaknya tidak hanya berfokus pada pemulihan

medis, tetapi juga memperkuat aspek kesehatan mental, rehabilitasi sosial,

serta pendampingan pasca rehabilitasi guna mencegah terjadinya

kekambuhan (relaps).

2. Bagi Pemerintah dan Instansi Terkait (BNN, Dinas Kesehatan, dan Aparat

Penegak Hukum)

Pemerintah dan instansi terkait diharapkan dapat meningkatkan koordinasi

dan sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan rehabilitasi penyalahguna

narkotika. Kerja sama yang lebih intensif antara Badan Narkotika Nasional,

Dinas Kesehatan, aparat penegak hukum, dan RSJ Prof. HB. Saanin sangat

diperlukan, terutama dalam hal asesmen terpadu, pelaksanaan rehabilitasi

berbasis putusan hukum, serta pengawasan dan pendampingan

pascarehabilitasi. Sinergi yang kuat akan memperkuat perlindungan

hukum dan meningkatkan efektivitas rehabilitasi dalam menekan angka

penyalahgunaan narkotika.

3. Bagi Pasien Rehabilitasi Narkotika

Pasien rehabilitasi narkotika diharapkan dapat meningkatkan kesadaran,

komitmen, dan partisipasi aktif dalam mengikuti seluruh rangkaian

program rehabilitasi yang diselenggarakan oleh RSJ Prof. HB. Saanin
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Kota Padang. Kesadaran untuk menjalani rehabilitasi secara sungguh-

sungguh, terbuka, dan disiplin menjadi faktor penting dalam keberhasilan

pemulihan serta pencegahan kekambuhan, sehingga pasien dapat kembali

berfungsi secara sosial dan menjalani kehidupan yang lebih sehat dan

produktif.
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